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Daerahn Kotamadya

Daerah Tingkat II Ma

gilang ;

: 1. Undang - Undarg Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembe;'t—

tukan Da=srah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

ﬁropinﬁi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; ;
2. Undang - Undang Nomor 5 'Tahun 1974 tentang. Pokok
- pokok Pemerintahan di Daerah

-
2

L

3. Peraturan ....




4 pParaturan Pemerintah Nomor 45 Tohun 1992 te

ad »

Penyelaenggaraan Otonomi Daerah dencan Litik

' pada Daasrah Tingkat IT ’

A, Yepultusan Menteri Dalam Negpri Homor 28 Tahun
Lantang Poedoman Susunan O'rg.anis,??,i dan Tata
Sakraetariat Wilayah/Daerah Kabupaten/lKotamadya [
Fingkat 11 dan Sakretariat.ﬁ Dawan Perwakilan F

Dasrah

9. Kepulusan Menteri Dalam Negeri NHomor 97 Tahun
Ltentang Pola Organisasi Pemerintah' Daerar
Wilayah : |

o

6. Peraturan Daerah Kntamadya Daerah Tingkat I1 Mag
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisac)
Tata Kar;'!a Sekretfariat Nila?ah/flaerah dan Sekret
Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingk
Magelang. |

Jan Persetujuan Dswan Perwakilah Rakyat Daerah Kotamadya 0
ah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

stapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIMGKAT II MAG
" TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DfERAH KOTA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR S5 TAHUN 1992 TE

SUSUNAN ORGANISASI ' DAN TATA KERJA SEKRETE
WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN R

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MAGLELANG.

Pasal 1"
Peraturan Daerar:: Kotamadya Daerah 1Tinghkat 11 MaQ
Nomor 5 Tahun 1992 Lentang Susunar, Organisasi dan
rerja Sekretarial Wilayah/Daerrah dan Sekrotariat |
Parvakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magaelang ying
disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ti
I Jawa Tengah tanggal 14 ‘December 1992 Now
188,5/501/1992 dan telab diundangkan dalam Lesl

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Magelang Nowmor
Tahun 1992 Seri O Nomor 8 Tahun 21 Desember 1992, d

sebagal berikut

- Pasecl .




S

A.

B .

Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf b diubah dan harus dibaca
b. Bagian.

L. Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Ketertiban '

5
Bagian Hukum

Bagian Hubungan‘Masyarakat;

& NN

[y

Regian Perekonomian

6. Bagian Penyusunan Program
. Baglan Sosial

)

.

8. Baglan Kepegawaian .

2. Bagian Keuangan -

10. Bagian Organisasji -
l11l. Bagian Umum. |

Pasal 9 4diubah dan harus dibaca

Pasal 9

a. Bagian Tata Pemerintahén_

b. Bagian Ketertiban -
C. Bagian Hukum ;.
d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 10 diubah dan harus dibaca -
‘Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum, perangkat Wilayah/

Daerah dan pemerintahan Desa.

D. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Untulk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut

pada pacal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata

pemerintahan mempunyal fungsi :

a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi instansi
vertilkal oleh Kepala Wilayah dalam penyelenggaraan

1 AN rencana program dan
pemcarintahan dan peryusunan p

petunjuk teknis; pembinaan prasarana fisik pemerin-

tahan ;

b. mengumpulkan ......




8 mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta

- berikan pertimbangan dalam rangka pembinaan

rangkat Wilayah/Daerah ;

c. mengumpulkan bahan penyusunan vedoman dan pet

teknis pembinaan administrasi kependudukan ;

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pet
teknis pembinaan dan peayelenggaraan pemarin

Desa/Xelurahan ;

e. mengumpulkan bahan penyusunan padoman dan pet
teknis pembinaan peningkatan sumber penda
Daerah ; | '

E. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12
Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
b. Sub Bagian Peraqgkat Nilayah!Déeah >
c. Sub Bagian Administrasi Kepandudukan -
d. Sub Bagian Pemerintaha Desa.

F. Pasal 13 diubah ﬁan_harUﬂ dibaca :

Pasal 13

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Jmum mempunyal
gas _mengumpt_.ilkan bahan penyusunan padomar da
tunjuk teknis pembinaan penye lenggaraan peme
tahan dan penataan serta pengembangan Wi'aya

peningkatan sumber pendapatan Daerah.

(2) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah mempuny?

gas mengumpulkan dan mengulah bahan [~ ambl

pencalonan,penggsulan, penganjkatan dan pamt

hentian Perangkat wilayah/Daerah.

ub Bagian administrasi Kependudukan — memj

ugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
pembinaan administrasl

(3) S

patunJUk teknis

pendudukan.

(4) Sub Baglal
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Bagian Ketert

(4) Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas me-
ngurpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan penyelenggcaraan Pemer. ntahan De-

sa/Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahan pem =

pDLNAaan Lembagn Desa/Kelurahan.

I

FG. Diantara pasal 13 dan Pasal 14 di tambah Pasal bharu

_yaltu Pasz2l 13 A, Pasal 13 B, Pasal 13 C, Pasal 13 D
yang berbunyi -

Pasal 13 A

Bagian retertiban mempunyai tugas melaksanakan penyu-
sunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keter =

Crxbran  umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
prinbinaan keagrariaan.

- Pasal 13 B

Untuls  menyelenggarakan tugas sebaaaimana tersebut
pada Pasal 13 A Peraturan Daerah ini, Bagian Keter -

Liban menpunyal Tungsil :

a. mencunpul kan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
Leknis pembinaan Polisi Pamong Praja ;

b. mengumpul an. bahin pendataan dan p¢ogram di bidang
l.etertiban ;

1:_;mﬁngumpu]kan.bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

fEkﬂlb penyelenggaraan ketertiban di wWilayah ;

“d. mengumpulkan bahan penyusunan pedOfﬂaﬂ A g s

teknis pemblnaan perijlnan :

e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

reknis pembinaan keagrariaan sepanjang menjadl we-—

wenand Walikotamadya Kepala Daerah selaku Kepala

wilayah .o |

Pasal 13 C
iban terdiri daril.:

a. Sub Baylan Bina Ke'terjtlban b
b. Sub Baglan perijinan ;

Sub Bagian Keagrariaan.

|

.

F’Elsal 130 *« o« ® » = = @®




pasal 13 D

(1) Sub Bagian Bina Ketertiban mempunyail tugas m
ngumpulikan bahan penyusunan pedoman dan pet
taknis pemblnaan ketertiban penyelenggaraan
~intahan dan polisil pamong praja.

(2) Sub Bagian Perijilnan mempunyal tugas mengumj
| bahan_penyusunan.pedoman dan petunjuk teknis
binaan ketertiban dan legalitas perijinan.

(3) Sub Bagian Keagrariaan mempunyal %tugas mend!
kan bahan pehyusunan pedoman dan petuhjuk
pembinaan?keagraridan yvang menjadl. wewenand
kotamadya Kepala Daerah selalkL Kepala Wilay.

H. Pasal 19 di.tambah huruf d, yang berbunyl :
d. Merencanakan dan melaksanakan Xxegiatan
Siaran Pemerintah Daerah ( 'RSPD ) mengevalua
menelitl dampékﬂﬁiaran.

\

I. pPasal 20 ditambah huruf c, yang berbunyl :
c_. Sub Bagian Pembinaan Radio S..2aran Peme
Daerah ( RSPD ).

3. pasal 21 diubah dan harus dibaca :
Pésal 2).

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi memphnyai
mengumpulkan dan menganalisa informasi unt
han‘kebijakan*Pimpinan Pemerintah Daerah d
lakukan perekaman,'penyajian data dan pame

(2) Sub 8agian Pemberitaan helakukan tugs
‘beritaan baik melalul medila cetak

elektronik guna memperjelas kebijakan f

Femerintah- Daerah, mendistribusikan bah:
penerbitan.

(3) Sub Bagian Pembinaan Radic Siaran Per
Daerah (RSPD) mempunyai tugas merencanakal
menyelenggarakan kegiatan RrRadiu Siaran Pel
Daerah (RSPD), mengevaluaﬂi dan menpelitl

siaran dalam usaha pembinaan pengembangan
siaran Pemerintah Daerah (RSPD) .

K. Pasal ....




K. Pasal 44 diubah dan harus dibaca

-
L]

Pasal 44 .
s

Irllangaﬂ mempunyai. fugas
mengkoorm1na51kan

‘Bagiah -

4

melaksanakan dan
penyusunan pirogram, perubahan

dan
Anggaran Pendapatan dan

perhitungan Belanja Daerah,
mengelola dan memblna admlnlstraul keuangan

I

x }'.-Il- : : i

Pasal 45 diubah dan harus dibaca :

L.

Fasal 45

Untulk meNnyelenggarakan

Lugas ;ebaqalmana tersebut
pada Pasal

44 Poraturan Daerﬁh 1N1 .

Baglan Keuancan
mempunyai Fungsi :  °

mangumpulkan.bahan penyusunan,
hitungan

a. perubahan dan per -

ANggatran Pendapatan dan Belanja Daerah
mengelola admlnlstra51 kauangan L 3eirah

‘b.

.. Menguji hebenaran.penaglhan_dann

.:_PerintahIMembayaf'Uang.(SD

.+ . bendaharaan ;

d. Mengumpuikan bahan

PENYUSUNan pecxman dan petunjuk
teknils

Lengelolaan dan pembinazan idministrasi ke-
uangan '

2

e. Melaksanakan pemeriksaan/penelilian terhadap rea

lJisasil anggaran rutin dan pembangunan serta ter

hadaow gpelalksanaan realisasi penerimaan dan penge -

luararn.

M. Pasal 40 ditrambah huruf d, yang berbunyi -

d. Sub Bagian Verifikasi.

N, Pasal 47.diubah dan harus HibaCa :
Pasal 47 | ' )

(1) Sub Bagian anfgaran mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, pe - . -+ |
tunjulk teknls pelaksanaan ARBD ﬂsrta' menylapkan
dan menyusun nota kevangan vang akan _qigampaikan-'d_ -
hepadﬁ DPRD

L]
i
| S
-'.-I

;
!
|
:
|
i

(?) Sub Bagian ...... , \

ifi.



(2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melak
pembukuan secara sitematis dan “ronologis S

menyiapkan bahan penyusunan p2i hitungan anggal

(3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunya tugas men
bitkan SPMU, mengdji kebenaran penagihan, mem
ketatause haan Keuanhgan, penyecl2caian masalah |

bendaharaan dan ganti rugi sarta membina |
bendaharaan.

(4) Sud> Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeri
menelitl terhadap realisasi ~nggaran rutin
pembangunan serta terhadap real.sasl pelaksa

penerimaan dan pengeluaran.

0. Bagan ausunan Organisasi Sekre:cariat Wilayah/Da
dan SeKretariat Oawan Pérwakilan Raxyat 0Daerah K
madya Daerah Tingkat II Magelang, c<iubah sebagal
dimaksud dalam lampiran Peraturan Dzz2rah ini.

Pasal 11

Peraturan Caerah 1ini wamulai berlaku p&éda tanggal d

dangkan. |

Agar supaya setlap orang dapat mengetihuinya, meme
tahkan pengundangan Peraturan Qaerah . ni dengan pc
patannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Oaerah Tin

II Magelang.

Ditetapran di M a ge 1l 8
- pada tarnggal 22 April

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~ WALIKOTAMADYA KEPALA D/
TAMADYA DAERAH TINGKAT II ~ KOTAMADYA DAERAH TINGKS

MABELANG | | " MAGELANG
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAN TINGNAT IT MAGELANG

NOMOR 3  TANUN 1997
TENTANG

PERUSAMAN PERTAMA PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAN TINGKAT I1 MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992
NTANG SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEXKRETARIAT WILAYAH/
b DNERAN LAN SEXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR

: KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MAGELANG

JELASAN Ui,

.

Dalam rangka mewujudkan pelakssnaan Otonomi Daerah
gan titik berat pada Daerah Tingkat 1I di Xotamadya Daerah

-..- - - W = o Fig o= Ty s P 0, 4 y e T -
o e s SRS L AR B BB SR TS DR S TN SR A 8
Ml F ' I “a - T ]

gkt Il Magalang dan guna meningkatkan penyelenggaraan
iIS-tugas pamerintahan dan pembangunan secara berdaya guna *
berhasili guna maka dipandang perlu merubal Peraturan
"ah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor S Tahun 1992
tang Susunan Organisasl dan Tats KerjJa Sekretariat

wyah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
madya Daeorah Tingkat II Mage ang.

o T R

Guna menindaklanjuti Surat Xawat Menteri Dalam Negeri
gal 16 Apral 1993 Nomor - C61/966/s) dan Surat Menteri
m Negerl tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 061.1/301/s) serta

-

k L Gubernur rempal!a Daerah Tingkat I Jawa Teangah tanggal 13
F | 1993 Nomor : 061/0u666 dan Surat Gubernur Kepala Daerah
E jkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor .
| 027407 serta surat Menteril D:;lam Negei 1l tanggal 7 Jaruari
| Nomor : 061/30/sj , maka perlu penambahan sub Bagian Radic
4 an Pemerintah Daarah ( RSPD ) pada Bagian Hubungan Masyara-
dan Sub fagian Varifikasi pada Bagian Keuangan serta pa-
Katan Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemarintahan

adl Bagian Ketertiban Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya
ah Tingkat YI Mag2lang.

L]

Adanya penambahan Suw Bagian RSPD adalah dimaksudkan
< mempercepat informasi tentang kebijakan barbagai program

pembangunan ........
- 10 -
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pembangunan kepada masyarakat saehingga menunjang kela

tugas - tugas pemerintahan, dan pepambahan Sub Bagian Ver
i adalah dimaksudkan meningkayltkan teirtib administrasi
1olaan, sedang peningkatan Sub Baglan Ketartiban Unum m
Bagian Ketertiban adalah d:'.rnaksudkaﬁ urtulk mercapal day
dan hasil guna dalam bidang ketertiban ying cemakin men

dan beraneka ragam di lingkungan Penerintah Kotamdya

Tingkat II Magelang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas; maka f
han Peraturan Daerah Kotamadya Dﬁerah Tinakat IJT Magelanc
5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan ‘tata Kerja
tariat Wilayah/Daerah dan Sekrelariat Dewan Perwakllan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mage:ang perlﬁ dite

dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Culup jelas.

Pasal I

Pasal 8 | Cukup jelas.




